
2. Undang-Undang . 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 

NOMOR : /0 TAHUN 2020 

TENTANG 

P~NGELOLAAN DANA HIBAH DAlU PEMERINTAH PUSAT KEPAI>A PEMERINTAJI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA l~A 

BUPATI BATANG HARI, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Hibah 

dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelolaan Dana Hibah dari 

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

2020. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINSI JAMBII 

Mengingat 

Menimbang 

admin
SALINAN



I 
l-- 

10. Undanq-Undanq . 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Uridang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23.Peraturan. . 
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Belanja Dana Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan total sebesar 
Rp.8.005.975.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PE;RATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH DARI PEMJERINTAH PUSAT KEPADA 

PEMERINTAH DAl&RAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

26.Peraturan Daerah Kabupaten Ba tang Hari Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ba.tang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari 
Tahun 2019 Nomor 11); 

27 .Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari 
Tahun 2019 Nomor 86); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusuna:h Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 655); 

24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Bantuan 
Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1015) 

25.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Pemanfaatan 
Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi 
dan Rekonstruktur Pascabencana. 
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(1) Belanja Pegawai .. 



Diundangkan di: Muara Bulian 

Pada Tanggal '; - o 1 
- 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

SYAHIRSAH SY 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desernber 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Pasal 2 

Rp. 57.750.000,00 
Rp. 349.000.000,00 
Rp. 7.599.225.000,00 
Rp. 8.005.975.000,00 Jumlah Belanja Langsung . 

(1) Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan Jasa 
c) Belanja Modal 
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Muara Bulian Ditetapkan di : 

Pada Tanggal : 

Jv:3uPATI 




